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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UPOV adalah singkatan dari Union for the Protection of New Varieties of Plants,

UPOV pertama kali dirancang pada tahun 1960 dan sejak itu telah direvisi sebanyak tiga

kali yakni pada tahun 1972, 1978 dan 1991 setiap revisi dilakukan untuk lebih memperkuat

hak perusahaan besar untuk menanam varietas dan benih. UPOV bertujuan untuk

memenuhi tuntutan pemulia tanaman dan perusahaan untuk dapat melindungi varietas

tanaman yang baru dikembangkan (UPOV, 2011) . Dalam UPOV menggunakan model

perlindungan yang hanya memberikan kebebasan ataupun hak kepada sejumlah kecil

produsen benih yang memenuhi kriteria UPOV. UPOV selalu mengatakan bahwa petani

dapat mengajukan permohonan perlindungan, akan tetapi mayoritas petani di negara

berkembang tidak mempunyai peralatan atau keterampilan yang sesuai dengan kriteria

yang sudah ada di UPOV. (IGJ, 2018)

Oleh karena itu, versi UPOV 1991 memberikan hak penuh kepada pemulia yang

mendaftarkan varietas baru untuk mengontrol penjualan dan distribusi benih mereka.

Dengan demikian, petani sebagai pengguna benih perlu membeli benih untuk setiap musim

tanam. Beberapa negara berkembang telah menjadi anggota melalui kewajiban mereka

untuk menyusun perjanjian perlindungan varietas tanaman di WTO, Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang telah diselewengkan oleh

negara maju dan melewati penandatanganan perjanjian perdagangan dengan mitra negara

maju. Pelaksanaan UPOV 1991 tidak diperlukan untuk pengembangan pasar benih yang

kuat. Pendukung sistem UPOV sering berpendapat bahwa keanggotaan UPOV merupakan

prasyarat untuk mendorong kegiatan pemuliaan dan mendukung pengembangan pasar

benih di domestik atau nasional. (IGJ, 2018).
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Pada saat revisi terakhir pada tahun 1991, UPOV hanya memiliki 20 anggota tapi

kemudian WTO diratifikasi pada tahun 1994 dan anggota WTO harus mempunyai

perlindungan kekayaan intelektual dalam Varietas Tanaman, keanggotaan UPOV meningkat

hingga 78 negara 1 organisasi hingga saat ini yang terdiri dari 40 negara maju 37 negara

berkembang dan 1 organisasi. Dimana anggota yang dalam hal ini beberapa negara

berkembang wajib untuk membuat perjanjian perlindungan varietas tanaman di WTO/TRIPS

yang terdistorsi oleh negara maju. Indonesia telah menjadi anggota WTO (World Trade

Organization) salah satu tugasnya adalah menyelaraskan semua undang-undang di bidang hak

kekayaan intelektual menurut perjanjian WTO yaitu TRIPS (Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights). (IGJ, 2018)

Indonesia diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai negara berpenghasilan menengah

ke bawah, pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan

Perikanan adalah sumber mata pencaharian dan pekerjaan terbesar di Indonesia sebanyak

40.635.997 penduduk Indonesia tercatat sebagai buruh. Khususnya di daerah pedesaan di

negara ini, dengan sekitar 33% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. 93% dari

total jumlah petani di Indonesia merupakan petani dalam keluarga kecil (petani kecil) atas

penguasaan lahan rata-rata 0,6 hektar Pendapatan Nasional Bruto atau PNB per kapita

Indonesia adalah US$3.870. PNB ini 8.8 kali lebih rendah dari PNB per kapita Uni Eropa

(US$34.234) dengan latar belakang tersebut, akan sangat membahayakan apabila Indonesia

setuju untuk mematuhi ketentuan UPOV 1991. Terdapat juga beberapa negara di Asia Pasifik

yang sudah bergabung dalam UPOV di antaranya adalah Australia, Jepang, Korea Selatan,

China, Singapore dan New Zealand. (Bothends, 2022)

Beberapa negara berkembang juga ingin memastikan bahwa perjanjian TRIPS

memperhitungkan masalah yang lebih spesifik seperti mengizinkan petani mereka untuk terus
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menyimpan dan menukar benih yang telah mereka panen, dan mencegah praktik anti-

persaingan yang mengancam kedaulatan pangan negara berkembang. (WTO, 2017)

Table 1.1 kegiatan (penjualan, pemuliaan, produksi) di negara berkembang bagian afrika
timur dan selatan timur dan selatan

Negara Nomor benih
perusahaan
dengan
penjualan
kegiatan

Nomor benih
perusahaan dengan

pembiakan
kegiatan

Nomor benih
perusahaan dengan
produksi kegiatan

Sistem PVT di
tempat

Kenya 12 6 8 UPOV 91

Afrika

Selatan

10 8 7 UPOV 78

Tanzania 12 3 8 UPOV 91

Zambia 13 4 5 Sui Generis

Uganda 12 4 6 Sui Generis

Zimbawe 9 4 3 Sui Generis

Malawi 10 1 5 Tidak ada

Mozambik 11 1 3 Sui Generis

Etiopia 7 2 4 Sui Generis

Rwanda 10 0 2 Sui Generis

Sumber tabel 1.1. Access to Seed Index 2019

Analisis data Indeks Akses terhadap benih menunjukkan tidak ada hubungan sebab

akibat antara sistem UPOV dan sektor benih yang dinamis. Sebaliknya negara-negara dengan

undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sui generis yang bukan anggota

UPOV atau bahkan tanpa undang-undang PVT di beberapa wilayah mampu mempertahankan

dan mengembangkan pasar benih nasional mereka misalnya India atau Thailand. Menariknya,
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negara-negara yang bukan anggota UPOV tampaknya memiliki pasar benih yang aktif.

Zambia, yang bukan anggota UPOV memiliki jumlah perusahaan benih terbesar dengan

aktivitas penjualan. Kehadiran keseluruhan perusahaan benih di negara-negara yang belum

bergabung dalam UPOV misalnya Zambia dan Uganda tidak berbeda secara signifikan dari

negara-negara yang bukan anggota UPOV 1991 misalnya Tanzania dan Kenya, ini

menunjukkan bahwa lebih besar faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pasar

benih . Zambia, Uganda, dan Zimbabwe juga memiliki lebih banyak perusahaan yang terlibat

dalam pemuliaan tanaman dari pada Tanzania, yang sudah bergabung dengan UPOV pada

Oktober 2015 lalu . (Society, 2019)

Hingga saat ini Indonesia belum berpartisipasi dalam UPOV, sebagian besar negara

anggota UPOV adalah negara industri yang menginginkan perlindungan maksimal terhadap

varietas tanaman yang ditemukan dan sebaliknya. UPOV mengizinkan memonopoli varietas

tanaman dan tidak menghormati pengetahuan tradisional, yang menyebabkan banyak kritik

terhadap UPOV. Namun bagi negara maju, keberadaan UPOV sangat penting karena dapat

memberikan keamanan bagi kultivar tanaman UPOV memainkan peran penting dalam

kaitannya dengan biopiracy karena dirancang khusus untuk melindungi paten varietas

tanaman yang kemudian dikecam oleh negara berkembang. (GRAIN, 1999)

Ada kekhawatiran tentang dampak UPOV 1991 yang dikhawatirkan akan merugikan

petani skala kecil dan pendekatan agroekologi terhadap pertanian. Kekhawatiran pertama

adalah bahwa UPOV 1991 yang berfokus pada sistem benih formal atau komersial, akan

membawa prioritas hak pemulia tanaman komersial dengan mengorbankan hak petani, kedua

UPOV 1991 tidak sesuai dengan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food

and Agriculture (ITPGRFA). (ENDS, 2018) Ketua tim kampanye hak asasi petani & serikat

petani Indonesia yaitu Afgan fadilla kaban mengatakan bahwa :
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Ketetapan yang terdapat di UPOV melarang, membatasi & menjual

benih yang sudah dipatenkan, tentu saja dapat mengintimidasi ekistensi

petani pemulia & kegiatan mereka. Ini mengingat kegiatan budidaya

pertanian tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pemuliaan benih

oleh petani tersebut. Dengan terdapatnya sanksi denda & penjara untuk

pihak-pihak yang melampaui ketentuan ini, dapat berpotensi

menyebabkan kriminalisasi bagi petani pemulia benih. Tidak hanya itu,

paten yang didorong oleh UPOV dapat menyebabkan dominasi

perusahaan & korporasi skala besar & membuat petani skala kecil

tidak sanggup bersaing. (SPI, 2021)

Dalam ketentuan UPOV apabila petani ingin mendaftarkan varietas benih baru maka

akan dikenakan biaya ratusan juta untuk mendapatkan sertifikasi benih. UPOV membebani

biaya produksi petani karena UPOV memberlakukan aturan paten dan sertifikasi benih, maka

petani yang ingin memperoleh benih bersertifikat harus membayar terus menerus dan tidak

dapat menyimpan benih hasil panennya untuk musim tanam berikutnya karena dianggap

melanggar undang-undang. Hal ini meningkatkan biaya produksi bagi petani. Indonesia bisa

belajar dari Thailand yang memprediksi kenaikan harga benih 200-600%. Dari segi biaya

produksi, penggunaan pupuk kimia dapat merusak unsur hara dan mikroorganisme perusak

tanah, menyebabkan mutasi pada organisme perusak tanaman menjadi semakin resisten,

menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengendalian hama dan

penyakit.

Benih yang dijual oleh perusahaan agrokimia terutama perusahaan transnasional akan

semakin dapat menjual produknya secara bebas ke Indonesia ketika Indonesia menjadi
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anggota UPOV 1991. (change.org, 2021) Adanya sanksi denda dan penjara bagi pihak-pihak

yang melanggar tersebut, akan berpotensi mengakibatkan kriminalisasi terhadap petani

pemulia benih. Selain itu, paten yang didorong oleh UPOV akan mengakibatkan dominasi

perusahaan dan korporasi skala besar, dan membuat petani skala kecil tidak mampu bersaing.

Menurut Afgan Fadilah selaku ketua tim kampanye Hak Asasi Petani DPP SPI (2021)

Sikap pemerintah Indonesia yang cenderung manut dan akan bergabung dalam UPOV dapat

mengakibatkan hak-hak petani menjadi pemulia tanaman terancam. Yang lebih

memprihatinkan, road map pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam UPOV 1991 hanya

memperhitungkan pertimbangan ekonomi dan perdagangan. Dengan tidak menaruh perhatian

pada aspek hak asasi manusia, keberlanjutan dan hak dasar petani kecil. Tentu saja, hal ini

akan sangat merugikan hak-hak petani kecil yang tidak dipandang seperti subjek penting

selama mengelola pertanian. (INDONESIA, 2021)

Jika Indonesia bergabung dengan UPOV maka akan membatasi ruang kebijakan untuk

Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan yang menggambarkan realitas nasional,

yaitu melindungi kepentingan publik & melindungi sistem perbenihan petani. Berdasarkan

fakta yang ada, sistem UPOV tidak sesuai dengan Pasal 6 & 9 di ITPGRFA. Yaitu pasal 6

yang mewajibkan para pihak guna mengembangkan & memelihara kebijakan maupun

langkah-langkah legislatif yang tepat guna mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan

sumber daya genetik tanaman dalam pangan & pertanian, dan juga membangun

pengembangan dan pemeliharaan berbagai sistem pertanian. Kapasitas guna

mengembangkan varietas yang disesuaikan dengan keadaan sosial, ekonomi & lingkungan

dan memperluas basis genetik tanaman serta lainnya. Sedangkan Pasal 9 ITPGRFA

menyampaikan bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membawa langkah-

langkah untuk mengamankan & meningkatkan hak-hak petani. Ini mencakup hak petani

untuk menyimpan, menggunakan, menukar & menabur benih sesuai pilihan petani. Berbagi
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pengetahuan tradisional dari manfaat yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik

tanaman dalam pangan dan pertanian. (Galeshka, 2019)

UPOV 1991 sendiri dinegosiasikan oleh negara-negara maju untuk sistem benih

komersial mereka. Menurut Both ENDS (2022) UPOV 1991 menindas hak petani,

menghambat implementasi dalam penyebutan Pasal 9 ITPGRFA, UPOV 1991 merusak

implementasi PBB tentang hak petani & orang lain yang bekerja dalam daerah pedesaan.

Dengan di ratifikasinya United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other

People Working in Rural Areas yang disahkan pada 17 desember 2018 (UNDROP) petani dan

masyarakat pedesaan akan memiliki instrumen yang mengatur kesadaran mereka akan hak-

hak petani dan mereka yang bekerja di pedesaan dan upaya mereka untuk mewujudkan dan

melindungi hak-hak ini. Atau yang tertuang dalam Deklarasi UNDROP yang mengharuskan

negara-negara dengan “mengambil langkah-langkah untuk menghormati, melindungi dan

memenuhi hak atas benih petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan” yang

meliputi hak untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih atau bahan

perbanyakan hasil pertanian mereka. (Indonesia, 2012)

Perundingan I-EU-CEPA secara resmi diluncurkan dengan pengumuman bersama pada

18 Juli 2016 di Jakarta dan Brussel. Peluncuran tersebut kemudian dilanjutkan dengan “Kick-

off Meeting” pada tanggal 20-21 September 2016 di Brussel, Belgia yang dimana kedua belah

pihak berhasil memperdalam pemahaman atas berbagai tujuan negosiasi yang tertuang dalam

“Scoping Paper” yang disepakati. Presiden Republik Indonesia dan Presiden Komisi Eropa

Jean Claude Juncker di Brussels, Belgia pada April 2016. (Internasional, 2019) Dengan

berbagai peluang dan tantangan yang perlu diatasi dan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk

mencapai tujuan kerjasama itu sendiri tentunya untuk mencapai manfaat perlu meningkatkan

kesejahteraan rakyat. (Reskiyah, 2017)
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Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar keempat Indonesia dengan ekspor utama

termasuk produk pertanian dan perikanan, furnitur, suku cadang mesin, tekstil dan alas kaki,

serta produk plastik dan karet. Indonesia saat ini merupakan mitra dagang terbesar kelima UE

dari Asia Tenggara, tetapi menempati urutan ke-30 dalam daftar mitra dagang UE secara

global. Selain jasa, ekspor terpenting UE ke Indonesia meliputi mesin, peralatan transportasi,

dan produk kimia. (Pers, 2016) Partisipasi Indonesia dalam negosiasi I-EU CEPA (Indonesia

European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan Uni Eropa

hal ini akan dilakukan melalui upaya kerjasama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas,

tetapi tidak hanya dalam bidang perjanjian perdagangan bebas, tetapi juga dalam perjanjian

yang cakupannya mungkin lebih luas dan lebih komprehensif di semua bidang. (Hidayatullah,

2018).

Sayangnya dalam perundingan Indonesia EU CEPA tidak inklusif dan transparansi

sehingga sangat minim informasi perkembangan tentang hal-hal yang dibahas secara

substansi dalam Perundingan IEU CEPA. Namun berdasarkan negosiator Indonesia, EU ada

mengusulkan supaya mitranya bergabung dalam UPOV, namun terkait isu ini memang masih

terdapat perbedaan posisi & belum dapat disepakati. Secara khusus isu IPR dalam

kewenangan Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM, dan

mendiskusikannya dengan Kementerian Pertanian. Di dalam proposal negosiasi perjanjian

perdagangan I-EU CEPA bab IPR dalam putaran ke 6 tahun 2018 salah satu artikel (artikel

X.46) menyebutkan bahwa mewajibkan bahwa mitra dagang untuk memperkenalkan hak

varietas tanaman di bawah sistem UPOV 1991. Oleh karena itu, perundingan CEPA antara

Indonesia dan Uni Eropa tidak boleh mempengaruhi atau membatasi kebebasan ini. Indonesia

perlu mempunyai ruang kebijakan guna melindungi sistem perbenihan petani yang cocok

untuk sistem pertanian Indonesia, melindungi sumber daya genetik tanaman lokal petani

dengan melindungi kepentingan publik, dan pemerintah harus memastikan bahwa petani,
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orang yang bekerja di pedesaan hak-hak mereka harus di lindungi secara keseluruhan.

(Indonesia for Global Justice, 2022)

Indonesia for Global Justice (IGJ) adalah salah satu Non-Government Organization

(NGO) yang terdapat di Indonesia. Organisasi non-pemerintah ini berfokus pada isu-isu

global, termasuk pengawasan perjanjian perdagangan bebas yang mengikutsertakan

pemerintah Indonesia. Tujuan IGJ sendiri, yang diambil dari Pasal 6 AD/ART IGJ, adalah

untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan adanya tatanan dunia baru yang

berdasarkan globalisasi, keragaman, keberlanjutan & keadilan. IGJ memiliki departemen

yang mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan pertanian dan pangan. IGJ merupakan satu-

satunya Non-Government Organization (NGO) di Indonesia yang fokus utamanya adalah

liberalisasi perdagangan IGJ memberikan informasi tentang berbagai isu terkait dengan

kebijakan perdagangan global, IGJ juga merespon salah satu isu global seperti isu pertanian

yaitu terkait isu The International Union for the Protection of New Varieties of Plants

(UPOV) yang membahas terkait hak kekayaan intelektual varietas tanaman. Dalam merespon

isu ini IGJ melakukan kampanye serta advokasi bagaimana dampak dari UPOV ini terhadap

petani di Indonesia (IGJ, 2022)

Indonesia for Global Justice sendiri berdiri sejak 2001 yang dimana berdirinya IGJ ini

salah satunya adalah untuk merespon isu globalisasi yaitu UPOV, IGJ telah merespon UPOV

selama kurang lebih 20 tahun. Indonesia for Global Justice sangat menentang untuk Indonesia

bergabung dalam UPOV karena dari sudut pandang IGJ UPOV akan sangat merugikan petani,

perjanjian tersebut bertujuan untuk membatasi hak petani atas benih sambil menguntungkan

lembaga penelitian dan perusahaan benih, apalagi pemulia benih multinasional yang bergerak

di lintas batas negara. IGJ menjelaskan beberapa alasan mengapa UPOV merugikan alasan

pertama adalah UPOV melarang atau membatasi penyimpanan, pertukaran atau penjualan

benih menurut aturan tersebut maka akan memberikan hak varietas tanaman kepada
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perusahaan atau lembaga pemuliaan segala jenis tumbuhan, termasuk tumbuhan liar,

budidaya, obat-obatan, dll. Alasan kedua petani dilarang menyimpang, melakukan pertukaran

dan penjualan, serta penggunaan ulang benih di musim tanam berikutnya. Kemudian alasan

terakhir, ada denda dan kriminalisasi petani yang di anggap melanggar paten benih. (IGJ,

2018)

Indonesia for Global Justice (2018) berpendapat bahwa UPOV 1991 akan menghancurkan

hubungan yang saling menguntungkan antara para petani yang dimana pembatasan pada

penggunaan, pertukaran, dan penjualan benih yang dilindungi tentu membuat benih menjadi

lebih mahal. UPOV 1991 hanya akan menguntungkan lembaga penelitian dan perusahaan

benih. Ini dapat mempengaruhi hak atas pangan sebab menjadi bisajadi lebih sulit didapatkan.

Mantan Pelapor Khusus PBB, Olivier de Schutter mengatakan mengenai Hak atas pangan

menekankan di laporannya tahun 2009 pada Majelis Umum PBB :

Komunitas petani perlu mengembangkan bentuk perlindungan

mereka sendiri, varietas tanaman yang mengharuskan sistem ini

berkembang, apalagi jika itu berarti memberlakukan undang-

undang yang bertentangan dengan UPOV. Negara-negara tidak

harus dipaksa untuk mengadopsi rezim perlindungan hak

kekayaan intelektual yang melebihi persyaratan minimum

Perjanjian TRIPS. Oleh karena itu, perjanjian perdagangan bebas

yang mengharuskan negara-negara untuk bergabung dalam

Konvensi UPOV 1991 ataupun membuat undang-undang yang

sesuai dengan UPOV dipertanyakan. (Correa, 2015)

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah penulis kemukakan di atas bahwa akan

sangat merugikan jika Indonesia bergabung dalam Union for the Protection of New Varieties
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of Plants (UPOV). Mengingat Indonesia adalah negara yang mata pencarian utamanya

bersumber dari sektor pertanian. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui bagaimanakah

upaya IGJ yang dalam hal ini sebagai Non-Government Organization (NGO) yang terdapat di

Indonesia dalam merespon UPOV 1991 di I-EU CEPA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah

“Bagaimana upaya Indonesia for Global Justice dalam merespon isu International Union for

the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) dalam I-EU CEPA tahun 2018-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan upaya Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam merespon isu

UPOV di I-EU CEPA.

1.4Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua,

yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.4.1Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang upaya

LSM/NGO di Indonesia dalam merespon isu-isu internasional, sehingga pembaca dapat

memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan menyimpannya untuk referensi lebih

lanjut di masa mendatang. Diharapkan juga dapat membantu penelitian lebih lanjut terkait

dengan topik upaya NGO terhadap isu UPOV di I-EU CEPA.

1.4.2Manfaat Praktis

a. Bagi penulis : Di harapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama masa

perkuliahan dan dibuktikan dengan sebuah penelitian.
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b. Bagi pembaca : penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan dijadikan referensi oleh

semua pembaca, baik dari tenaga didik, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik

untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan isu UPOV 1991 di I-EU CEPA.

c. Bagi peguruan tingi : Melalui mahasiswa dan dosen pembimbing, diperoleh umpan balik

sebagai bahan pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum dan sumber inspirasi bagi

suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian.d.

d. Bagi peneliti selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi dalam

pengembangan teori mengenai upaya NGO dan dapat menambah pengetahuan tentang NGO.

serta dapat dijadikan referensi dalam penulisan sebuah penelitian selanjutnya.
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